BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.652, 2017 KEMEN-ESDM. Gas Suar. Pemanfaatan dan
Harga Jual. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANFAATAN DAN HARGA JUAL GAS SUAR
PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung ketahanan energi nasional dan
pengurangan emisi gas rumah kaca serta guna
optimalisasi pemanfaatan gas suar yang dihasilkan pada
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, perlu
mengatur pemanfaatan dan harga jual gas suar pada
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumij;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada Kegiatan

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4996);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 24);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5326) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran
Gas Suar Bakar (Flaring) pada Kegiatan Usaha Minyak
dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1313);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PEMANFAATAN DAN HARGA JUAL GAS
SUAR PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS
BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon
yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer
berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan

minyak dan gas bumi.
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10.

11.

Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang
berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha
eksplorasi dan eksploitasi.

Gas Suar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan
eksplorasi dan produksi atau pengolahan minyak atau
gas bumi yang dibakar karena tidak dapat ditangani oleh
fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia sehingga
belum termanfaatkan.

Pembakaran Gas Suar (Flaring) adalah pembakaran dari
Gas Suar pada cerobong tetap (stationary stack) baik
vertikal maupun horizontal.

Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan kepada
badan usaha untuk melaksanakan pengolahan minyak
dan/atau gas bumi dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan dan/atau laba.

Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah izin yang diberikan
kepada badan usaha untuk melaksanakan niaga Gas
Bumi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
dan/atau laba.

Pembeli Gas Suar adalah badan usaha pemanfaat Gas
Suar yang telah memiliki Izin Usaha Pengolahan atau
niaga gas bumi dan lembaga pemerintah pemanfaat Gas
Suar.

Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha
Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan
Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan
Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Kementerian adalah Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,
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pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas
bumi.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK
Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan
penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi

dan pengawasan Menteri.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini bertujuan untuk

meningkatkan pemanfaatan Gas Suar dan menurunkan

volume Pembakaran Gas Suar (Flaring) serta mengurangi

emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari Kegiatan Usaha

Hulu.
BAB II
PEMANFAATAN GAS SUAR
Pasal 3
(1) Gas Suar dapat dimanfaatkan untuk keperluan

(2)

(3)

pembangkitan listrik, pemanfaatan gas melalui pipa
untuk industri atau rumah tangga, Compressed Natural
Gas, Liquefied Petroleum Gas, Dimetil Eter, dan/atau
keperluan lainnya sesuai dengan komposisinya.
Pemanfaatan Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan menggunakan teknologi yang
sesuai dan memperhatikan kaidah keteknikan yang baik.
Pemanfaatan Gas Suar dapat dilaksanakan oleh Pembeli
Gas Suar yang terdiri atas:
a. badan usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan
dan/atau Izin Usaha Niaga Gas Bumi; atau

b. lembaga pemerintah.
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